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Abstract

Indigenous community-based ecotourism requires governance that can balance economic
benefits, cultural preservation, environmental conservation, and the authority of local
institutions. This study aims to analyze collaborative governance in indigenous community-based
ecotourism to support sustainable tourism in Kasepuhan Karang, Lebak Regency. The study uses
a qualitative approach with a descriptive-analytical design. Data were collected through in-depth
interviews, field observation, document review, and limited discussions involving customary
leaders, village government, local government agencies, local communities, academics, and
supporting tourism actors. The data were analyzed using an interactive model consisting of data
reduction, data display, conclusion drawing, and thematic analysis. The findings show that
Kasepuhan Karang has strong ecotourism capital through local wisdom, customary forest
management, cultural rituals, traditional knowledge, and community participation. However, its
development still faces several constraints, including weak coordination among actors, limited
human resource capacity, insufficient integration between formal policies and customary rules,
and potential risks of environmental pressure and cultural commercialization. Collaborative
governance is therefore essential to strengthen the roles of customary institutions, government,
SABAKI, tourism awareness groups, academics, and local communities in planning,
implementation, monitoring, and benefit sharing. This study recommends an indigenous
community-based ecotourism governance model that emphasizes institutional collaboration,
ethnoecological protection, local capacity building, destination carrying capacity control, and
tourism product innovation aligned with customary values and sustainability principles.

Keywords: collaborative governance, ecotourism, indigenous community, sustainable tourism,
Kasepuhan Karang.

Abstrak

Pengembangan ekowisata berbasis masyarakat adat memerlukan tata kelola yang mampu
menyeimbangkan kepentingan ekonomi, pelestarian budaya, konservasi lingkungan, dan
kewenangan kelembagaan lokal. Penelitian ini bertujuan menganalisis tata kelola kolaboratif
ekowisata berbasis masyarakat adat dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan di Kasepuhan
Karang, Kabupaten Lebak. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis
deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, studi
dokumentasi, dan diskusi terbatas dengan tokoh adat, pemerintah desa, pemerintah daerah,
masyarakat lokal, akademisi, dan aktor pendukung pariwisata. Analisis data dilakukan secara
interaktif melalui reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, serta analisis tematik. Hasil
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penelitian menunjukkan bahwa Kasepuhan Karang memiliki modal ekowisata yang kuat melalui
kearifan lokal, pengelolaan hutan adat, ritual budaya, dan partisipasi masyarakat. Namun,
pengembangannya masih menghadapi kendala berupa koordinasi antaraktor yang belum optimal,
keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, belum kuatnya integrasi kebijakan formal dengan
aturan adat, serta risiko tekanan lingkungan dan komersialisasi budaya. Tata kelola kolaboratif
menjadi kunci untuk memperkuat peran lembaga adat, pemerintah, SABAKI, Pokdarwis,
akademisi, dan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta pembagian
manfaat ekowisata. Penelitian ini merekomendasikan model pengelolaan ekowisata berbasis
masyarakat adat yang menekankan kolaborasi kelembagaan, perlindungan etnoekologi,
penguatan kapasitas lokal, pengendalian daya dukung destinasi, dan inovasi produk wisata yang
tetap sesuai dengan nilai adat dan prinsip keberlanjutan.

Kata kunci: tata kelola kolaboratif, ekowisata, masyarakat adat, pariwisata berkelanjutan,
Kasepuhan Karang.

Pendahuluan

Pariwisata berkelanjutan menjadi isu penting dalam kajian global karena
pertumbuhan sektor pariwisata tidak selalu berjalan seimbang dengan perlindungan
lingkungan, keberlanjutan sosial, dan keadilan bagi masyarakat lokal. Dalam banyak
destinasi, peningkatan kunjungan wisatawan memang mendorong pendapatan, lapangan
kerja, dan aktivitas ekonomi, tetapi juga dapat menimbulkan tekanan terhadap daya
dukung alam, perubahan sosial budaya, serta komersialisasi identitas lokal. Karena itu,
kajian pariwisata kontemporer mulai bergeser dari orientasi pertumbuhan menuju
pendekatan yang lebih adil, inklusif, dan berbasis keberlanjutan (Higgins-Desbiolles,
2020; Rastegar et al., 2023). Sustainable tourism tidak lagi dipahami hanya sebagai
strategi pengelolaan destinasi, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai tujuan
pembangunan berkelanjutan melalui tata kelola, partisipasi, dan penguatan kapasitas
masyarakat (Rasoolimanesh et al., 2023). Dalam konteks masyarakat adat, pariwisata
juga berkaitan dengan hak atas budaya, pengetahuan lokal, sumber daya alam, dan
kedaulatan komunitas dalam menentukan arah pembangunan (Scheyvens et al., 2021).
Oleh karena itu, pengembangan ekowisata berbasis masyarakat adat menjadi perhatian
penting karena menawarkan peluang untuk menghubungkan konservasi lingkungan,
pelestarian budaya, dan kesejahteraan masyarakat dalam satu kerangka pembangunan
yang lebih berimbang.

Kajian terkini menunjukkan bahwa ekowisata dapat menjadi alternatif dari
pariwisata massal karena menekankan pengalaman berbasis alam, edukasi lingkungan,

keterlibatan masyarakat, dan manfaat ekonomi lokal (Fennell, 2021). Stronza et al. (2019)
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menjelaskan bahwa ekowisata memiliki potensi mendukung konservasi, tetapi
keberhasilannya sangat bergantung pada pengelolaan yang mampu menyeimbangkan
kepentingan ekologis dan sosial. Literatur community-based tourism juga menegaskan
bahwa partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam menjaga keberlanjutan
destinasi, terutama pada kawasan yang memiliki sumber daya budaya dan alam yang
rentan (Mayaka et al., 2019). Krittayaruangroj et al. (2023) menemukan bahwa penelitian
tentang community-based tourism dalam beberapa dekade terakhir semakin banyak
diarahkan pada isu partisipasi, pengambilan keputusan, manfaat ekonomi, dan konservasi
warisan lokal. Dalam konteks Indonesia, dukungan masyarakat terhadap pengembangan
wisata sangat dipengaruhi oleh manfaat ekonomi, keterlibatan warga, serta persepsi
terhadap dampak sosial dan lingkungan (Nugroho & Numata, 2022). Temuan tersebut
menunjukkan bahwa keberlanjutan ekowisata tidak cukup hanya bertumpu pada potensi
alam dan budaya, tetapi juga membutuhkan sistem tata kelola yang mampu menjamin
kontrol lokal, distribusi manfaat, dan perlindungan sumber daya secara berkelanjutan.
Dalam perspektif Administrasi Publik, pengembangan ekowisata tidak dapat
dilepaskan dari persoalan tata kelola karena melibatkan banyak aktor dengan
kewenangan, kepentingan, dan sumber daya yang berbeda. Konsep collaborative
governance menekankan bahwa penyelesaian masalah publik yang kompleks
membutuhkan dialog, kepercayaan, pembagian peran, dan komitmen bersama
antarpemangku kepentingan (Ansell & Torfing, 2021). Pendekatan ini relevan untuk
pengembangan ekowisata karena pemerintah, masyarakat adat, pemerintah desa,
organisasi lokal, pelaku wisata, akademisi, dan komunitas pendukung perlu bekerja
dalam ruang kolaborasi yang setara. Studi Mulyani et al. (2021) tentang ekowisata di
Magelang menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan
masyarakat dapat memperkuat perencanaan, implementasi, serta pemanfaatan destinasi
wisata berkelanjutan. Wardana et al. (2023) juga menegaskan bahwa keberlanjutan
pariwisata pascapandemi memerlukan kerja sama multiaktor, terutama ketika destinasi
menghadapi risiko tekanan fisik dan kebutuhan pengendalian daya dukung. Dengan
demikian, tata kelola kolaboratif menjadi pendekatan yang penting untuk membaca
bagaimana relasi kelembagaan, peran aktor, dan mekanisme pengambilan keputusan

memengaruhi keberlanjutan ekowisata berbasis masyarakat adat.
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Kasepuhan Karang di Kabupaten Lebak merupakan salah satu komunitas
masyarakat adat yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi
ekowisata berkelanjutan. Berdasarkan tesis yang menjadi dasar artikel ini, Kasepuhan
Karang memiliki modal wisata berupa nilai adat, ritual budaya, sistem pertanian
tradisional, pengelolaan hutan adat, arsitektur lokal, dan pengetahuan ekologis yang
diwariskan secara turun-temurun. Potensi tersebut menjadi penting karena Kabupaten
Lebak menempatkan wisata budaya, wisata alam, dan wisata berbasis masyarakat adat
sebagai bagian dari arah pengembangan pariwisata daerah. Namun, pengembangan
wisata di kawasan masyarakat adat tidak hanya berhubungan dengan daya tarik destinasi,
tetapi juga menyangkut perlindungan budaya, pengendalian dampak lingkungan, dan
kejelasan relasi antara kelembagaan adat dan kelembagaan pemerintahan formal. Tesis
ini juga menunjukkan bahwa pengembangan wisata Kasepuhan Karang melibatkan
berbagai aktor, seperti lembaga adat, Pemerintah Desa, Dinas Pariwisata, Pokdarwis,
SABAKI, akademisi, dan masyarakat lokal. Kondisi tersebut menjadikan Kasepuhan
Karang sebagai ruang kajian yang relevan untuk menganalisis bagaimana tata kelola
kolaboratif dapat bekerja dalam konteks ekowisata berbasis masyarakat adat.

Meskipun studi tentang pariwisata berkelanjutan, ekowisata, dan community-based
tourism telah banyak dilakukan, masih terdapat celah penting dalam kajian yang
menghubungkan ketiga isu tersebut dengan tata kelola masyarakat adat. Previous studies
have overlooked the integration of destination life cycle analysis, sustainable tourism
principles, and collaborative governance in the context of indigenous community-based
ecotourism. Beberapa penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti aspek partisipasi
masyarakat, manfaat ekonomi, konservasi lingkungan, atau resiliensi komunitas secara
terpisah (Musavengane & Kloppers, 2020; Espeso-Molinero & Pastor-Alfonso, 2020).
Little attention has been paid to how formal government institutions and customary
institutions negotiate authority, roles, and decision-making mechanisms in managing
indigenous ecotourism destinations. Dalam konteks Kasepuhan Karang, tesis ini
menegaskan bahwa posisi destinasi dalam Tourism Area Life Cycle, implementasi
prinsip keberlanjutan, pola kolaborasi antaraktor, serta model tata kelola berbasis
masyarakat adat belum dikaji secara komprehensif. Padahal, Tourism Area Life Cycle

dapat membantu membaca tahap perkembangan destinasi, sementara collaborative
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governance dapat menjelaskan bagaimana aktor-aktor lokal membangun koordinasi
untuk menjaga keberlanjutan destinasi (Butler, 2025).

Kebaruan artikel ini terletak pada integrasi perspektif tata kelola kolaboratif,
ekowisata berbasis masyarakat adat, dan pariwisata berkelanjutan dalam satu kerangka
analisis yang berangkat dari kondisi empiris Kasepuhan Karang. Artikel ini tidak hanya
melihat ekowisata sebagai produk wisata, tetapi sebagai proses tata kelola publik yang
melibatkan relasi antara pemerintah, lembaga adat, komunitas lokal, dan aktor pendukung
lainnya. Berbeda dari kajian yang hanya menekankan potensi wisata atau dampak
ekonomi, artikel ini menempatkan kelembagaan adat, kearifan lokal, daya dukung
lingkungan, dan kolaborasi antaraktor sebagai unsur utama keberlanjutan. Tujuan utama
penelitian ini adalah menganalisis tata kelola kolaboratif ekowisata berbasis masyarakat
adat dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan di Kasepuhan Karang, Kabupaten
Lebak. Secara lebih spesifik, artikel ini bertujuan menjelaskan potensi dan tantangan
ekowisata, menganalisis peran para pemangku kepentingan, mengidentifikasi faktor
pendukung dan penghambat, serta merumuskan arah model pengelolaan ekowisata yang
sesuai dengan nilai adat dan prinsip keberlanjutan. Dengan demikian, artikel ini
diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik pada kajian Administrasi Publik,
khususnya dalam isu collaborative governance, implementasi kebijakan pariwisata, dan

pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat adat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian
deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena artikel berupaya memahami secara
mendalam praktik tata kelola kolaboratif dalam pengembangan ekowisata berbasis
masyarakat adat di Kasepuhan Karang, Kabupaten Lebak. Fokus utama penelitian bukan
untuk mengukur hubungan antarvariabel secara statistik, tetapi untuk menggali makna,
persepsi, pengalaman, peran, dan relasi antaraktor dalam pengelolaan ekowisata.
Pendekatan kualitatif juga relevan karena fenomena yang dikaji berkaitan dengan
interaksi antara kelembagaan adat, pemerintah desa, pemerintah daerah, masyarakat
lokal, dan aktor pendukung wisata. Dengan desain deskriptif-analitis, penelitian ini tidak

hanya mendeskripsikan kondisi empiris, tetapi juga menganalisis dinamika kolaborasi,
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hambatan tata kelola, dan potensi penguatan pariwisata berkelanjutan. Lokasi penelitian
ditetapkan secara purposif di Kasepuhan Karang, Desa Jagakarsa, Kecamatan Muncang,
Kabupaten Lebak, karena wilayah ini memiliki potensi ekowisata, pengakuan hutan adat,
serta praktik budaya dan kelembagaan adat yang masih hidup dalam masyarakat.

Objek penelitian ini adalah tata kelola kolaboratif ekowisata berbasis masyarakat
adat dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan di Kasepuhan Karang. Subjek
penelitian terdiri atas aktor-aktor yang memiliki pengetahuan, pengalaman, kewenangan,
atau keterlibatan langsung dalam pengembangan ekowisata. Informan dipilih dengan
teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu
yang sesuai dengan tujuan penelitian. Sampel kualitatif dalam penelitian ini mencakup
delapan kategori informan, yaitu tokoh adat Kasepuhan Karang, pengurus lembaga adat,
Pemerintah Desa Jagakarsa, perwakilan Dinas Pariwisata Provinsi Banten, Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, akademisi, influencer atau promotor wisata
Banten, dan masyarakat lokal Kasepuhan Karang. Kriteria inklusi dalam penelitian ini
meliputi informan yang memahami kehidupan sosial budaya Kasepuhan Karang, terlibat
dalam pengelolaan atau pengembangan ekowisata, memiliki kewenangan kelembagaan,
atau terdampak langsung oleh aktivitas wisata. Kriteria eksklusinya adalah pihak yang
tidak memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian, tidak memahami konteks
Kasepuhan Karang, atau tidak bersedia memberikan informasi secara sukarela.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh
melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan terhadap informan kunci yang
relevan dengan fokus penelitian. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, laporan
pemerintah, peraturan perundang-undangan, dokumen kelembagaan adat, arsip desa, data
statistik, hasil penelitian terdahulu, serta literatur yang berkaitan dengan ekowisata,
masyarakat adat, pariwisata berkelanjutan, dan tata kelola kolaboratif. Fokus data
diarahkan pada lima aspek utama, yaitu potensi pengembangan ekowisata, peran dan
partisipasi masyarakat adat, tata kelola serta dukungan kebijakan pemerintah, kendala
pengembangan ekowisata berbasis masyarakat, dan strategi pengembangan ekowisata
yang selaras dengan nilai adat. Dengan susunan data tersebut, penelitian dapat melihat
ekowisata Kasepuhan Karang bukan hanya sebagai daya tarik wisata, tetapi juga sebagai

arena interaksi sosial, kebijakan publik, dan pelestarian lingkungan. Data dikumpulkan
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secara bertahap agar informasi dari satu sumber dapat diperiksa kembali melalui sumber
dan teknik lain.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, yang didukung oleh
pedoman wawancara semi-terstruktur, pedoman observasi, catatan lapangan,
dokumentasi visual, dan dokumen pendukung. Pedoman wawancara disusun untuk
menggali informasi mengenai perkembangan destinasi, pembagian peran antaraktor,
koordinasi kelembagaan, implementasi kebijakan, partisipasi masyarakat adat,
pengelolaan hutan adat, daya dukung lingkungan, dampak ekonomi, serta risiko sosial
budaya. Prosedur pengumpulan data dilakukan secara kronologis melalui beberapa tahap.
Tahap pertama adalah persiapan, yaitu penentuan fokus penelitian, pemetaan informan,
penyusunan instrumen, dan pengumpulan dokumen awal terkait Kasepuhan Karang.
Tahap kedua adalah pengumpulan data lapangan melalui wawancara mendalam secara
semi-terstruktur kepada informan yang telah ditentukan. Tahap ketiga adalah observasi
langsung untuk mengamati aktivitas ekowisata, interaksi masyarakat dengan wisatawan,
kondisi lingkungan, serta praktik penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan di lokasi
penelitian.

Tahap berikutnya adalah studi dokumentasi dengan menelaah berbagai dokumen
yang berkaitan dengan kebijakan pariwisata, kelembagaan adat, arsip desa, laporan
kegiatan, data statistik, foto, dan catatan sejarah Kasepuhan Karang. Studi dokumentasi
digunakan untuk melengkapi hasil wawancara dan observasi sehingga data yang
diperoleh menjadi lebih kuat. Selain itu, penelitian juga dapat menggunakan Focus Group
Discussion secara terbatas dengan melibatkan perwakilan masyarakat adat, pengelola
ekowisata, dan pihak terkait lainnya. FGD berfungsi untuk menggali pandangan bersama,
mengidentifikasi masalah dan potensi, serta mengklarifikasi temuan yang muncul dari
wawancara individual. Selama proses lapangan, peneliti menyusun catatan lapangan yang
berisi refleksi, temuan awal, dan dinamika interaksi di lokasi penelitian. Dokumentasi
berupa foto dan rekaman audio digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat
deskripsi dan analisis.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan model analisis
interaktif. Proses analisis berlangsung sejak tahap pengumpulan data hingga penarikan

kesimpulan akhir. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu memilah, menyederhanakan,

627 | https://ejournal-fia.unkris.ac.id /index.php/pandita



https://ejournal-fia.unkris.ac.id/index.php/pandita

P ISSN : 2614 - 4077
E ISSN : 2808 - 8131 PANDITA: Interdisciplinary Journal of Public Affairs, Vol. 9 No. 2 (2026)
i

dan mengelompokkan data yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang diperoleh
dari wawancara, observasi, dokumentasi, dan FGD dikelompokkan ke dalam tema seperti
tata kelola kolaboratif, peran lembaga adat, dukungan kebijakan, partisipasi masyarakat,
manfaat ekonomi, pelestarian budaya, konservasi lingkungan, dan hambatan
pengembangan ekowisata. Tahap kedua adalah penyajian data dalam bentuk uraian
naratif, matriks tematik, dan deskripsi hubungan antaraktor agar pola temuan lebih mudah
dipahami. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi dengan
membandingkan data antar sumber, antar teknik, dan hasil konfirmasi kepada informan.

Selain analisis interaktif, penelitian ini juga menggunakan analisis tematik untuk
menemukan pola makna yang muncul dari data lapangan. Analisis tematik dilakukan
dengan membaca ulang seluruh data, menandai informasi penting, menyusun kode awal,
mengelompokkan kode ke dalam tema, dan menafsirkan hubungan antar tema. Tema
yang dianalisis disesuaikan dengan kerangka artikel, yaitu collaborative governance,
ekowisata berbasis masyarakat adat, pariwisata berkelanjutan, dan pengelolaan sumber
daya berbasis kearifan lokal. Interpretasi data dilakukan dengan menghubungkan temuan
lapangan dengan konsep tata kelola kolaboratif, prinsip ekowisata, dan dimensi
pariwisata berkelanjutan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik,
yaitu membandingkan informasi dari tokoh adat, pemerintah, masyarakat, akademisi,
dokumen, dan hasil observasi. Hasil akhir analisis digunakan untuk merumuskan
gambaran tata kelola kolaboratif ekowisata Kasepuhan Karang serta arah model

pengelolaan yang mendukung pariwisata berkelanjutan.

Gambar 1. Alur Analisis Data Penelitian

4. Penarikan

1P I 2. Reduksi Data 3. Penyaji i 5. Interpretasi dan
L . . Penyajian Data Kesimpulan dan Ao
Data Verifikasi Sintesis Data

Wawancara, observasi, Seleksi, pemfokusan, Narasi, matriks, Penemuan pola, Pemaknaan temuan

dokumentasi pengelompokan data deskripsi tematik pengecekan ulang, dan perumusan hasil
konfirmasi

X 7'y 7'y

Analisis Tematik
Identifikasi kode, tema, dan

hubungan antar tema

Sumber: Diadaptasi dari Miles, Huberman, dan Saldafia (2019) serta Braun dan Clarke (2006).
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Hasil dan Pembahasan
Perkembangan Destinasi dan Implementasi Prinsip Pariwisata Berkelanjutan di
Kasepuhan Karang

Kasepuhan Karang merupakan salah satu komunitas masyarakat adat di Kabupaten
Lebak yang memiliki potensi kuat untuk dikembangkan sebagai destinasi ekowisata
berbasis masyarakat adat. Potensi tersebut terlihat dari keberadaan hutan adat, nilai
kearifan lokal, ritual budaya, sistem pertanian tradisional, pengetahuan ekologis, serta
pola kehidupan sosial masyarakat yang masih terikat dengan aturan adat. Dalam konteks
pariwisata berkelanjutan, potensi tersebut tidak hanya dipandang sebagai daya tarik
wisata, tetapi juga sebagai modal sosial dan ekologis yang perlu dijaga agar tidak
mengalami komersialisasi berlebihan. Pengembangan wisata di kawasan adat seperti
Kasepuhan Karang menuntut keseimbangan antara kepentingan ekonomi, pelestarian
budaya, perlindungan lingkungan, dan penguatan tata kelola lokal. Oleh karena itu,
ekowisata di Kasepuhan Karang perlu ditempatkan sebagai proses pembangunan berbasis
komunitas, bukan hanya sebagai aktivitas kunjungan wisata. Karakter ini sejalan dengan
pandangan bahwa wisata berbasis masyarakat adat harus menjaga hubungan antara
identitas budaya, ruang ekologis, dan hak masyarakat lokal dalam mengelola sumber daya
(Carr, 2021).

Berdasarkan kondisi empiris, Kasepuhan Karang memiliki daya tarik utama yang
bersumber dari keaslian budaya dan relasi masyarakat dengan alam. Praktik pertanian
tradisional, pengelolaan hutan adat, serta ritual seperti Seren Taun menunjukkan bahwa
lingkungan tidak dipandang sebagai aset ekonomi semata, tetapi sebagai bagian dari
sistem kehidupan masyarakat adat. Temuan dalam tesis menunjukkan bahwa masyarakat
Kasepuhan Karang masih menggantungkan kehidupan pada pertanian tradisional, baik
huma maupun sawah, yang di dalamnya melekat nilai spiritual, sosial, dan ekologis.
Keberadaan flora, fauna, tanaman pangan lokal, tanaman obat, dan hutan adat juga
menjadi bagian penting dari potensi ekowisata berbasis etnoekologi. Kondisi ini
memperlihatkan bahwa pengembangan wisata di Kasepuhan Karang memiliki basis yang
kuat karena bersandar pada kekayaan budaya dan alam yang hidup dalam keseharian

masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa masyarakat adat memiliki sistem
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pengetahuan lokal yang berperan penting dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam
dan budaya (Iskandar & Iskandar, 2022).

Jika dianalisis melalui pendekatan Tourism Area Life Cycle, perkembangan
Kasepuhan Karang menunjukkan dinamika yang tidak sepenuhnya sama dengan destinasi
wisata konvensional. Dalam teori Butler, destinasi bergerak dari fase exploration,
involvement, development, consolidation, stagnation, decline, hingga rejuvenation sesuai
dengan perubahan jumlah kunjungan, fasilitas, keterlibatan masyarakat, dan tingkat
pengelolaan destinasi (Butler, 1980). Pada fase awal, Kasepuhan Karang lebih dekat
dengan karakter exploration karena wisata belum menjadi aktivitas ekonomi utama,
jumlah wisatawan masih terbatas, dan daya tarik utama masih bertumpu pada keaslian
alam serta budaya. Setelah adanya pengakuan terhadap hutan adat dan meningkatnya
perhatian berbagai pihak, destinasi mulai bergerak menuju fase involvement dan
development. Masyarakat mulai terlibat dalam aktivitas wisata, produk wisata alam dan
budaya mulai diperkenalkan, serta promosi mulai dilakukan melalui jejaring sosial dan
aktor pendukung wisata. Namun, perkembangan tersebut belum sepenuhnya diimbangi
oleh penguatan kelembagaan, sistem promosi, kapasitas sumber daya manusia, dan
koordinasi antaraktor.

Tabel 1. Posisi Perkembangan Destinasi dan Implementasi Prinsip
Keberlanjutan di Kasepuhan Karang
Asp?lf Temuan Utama Implikasi terhadzfp Pariwisata
Analisis Berkelanjutan

Kasepuhan Karang bergerak dari

. s Diperlukan penguatan tata kelola
exploration menuju involvement

Posisi dalam agar destinasi tidak berhenti pada

TALC dan . developm@tnt, tetap potensi, tetapi berkembang secara
menunjukkan  gejala  stagnasi
terarah
kelembagaan
Wisata membgka peluang Manfaat ekonomi perlu dikelola
. pendapatan melalui pemandu lokal, . :
Ekonomi homestay. produk lokal. dan iasa SSC2 adil agar tidak hanya
. Y, produ ’ ] dinikmati oleh aktor tertentu
wisata
. R1tua1. adat, pen‘ge?tahuan lokal, Pengembangan  wisata  harus
Sosial pertanian tradisional, dan menaca nilai adat d h
budaya kelembagaan adat masih menjadi cenjag a’ dal mencega

i ; komersialisasi aya
identitas utama omersialisasi buday

Hutan adat, zonasi lokal, flora, Pengelolaan kunjungan perlu
Lingkungan fauna, dan sistem etnoekologi memperhatikan daya dukung dan
menjadi daya tarik utama aturan adat
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e
Aspek Implikasi terhadap Pariwisata
Analisis Temuan Utama Berkelanjutan
Terdapat keterlibatan lembaga adat, Kolaborasi  perlu  diperkuat
Tata kelola pemerintah, masyarakat, dan aktor melalui pembagian peran,
pendukung, tetapi koordinasi belum musyawarah, dan integrasi aturan
optimal adat dengan kebijakan formal

Sumber: Diolah penulis (2026)

Tabel tersebut menunjukkan bahwa Kasepuhan Karang memiliki modal destinasi
yang kuat, tetapi masih membutuhkan penguatan pada aspek tata kelola. Secara ekonomi,
ekowisata mulai membuka peluang bagi masyarakat lokal melalui kegiatan pemanduan,
layanan kunjungan, homestay, dan produk berbasis budaya atau hasil lokal. Namun,
manfaat ekonomi tersebut belum cukup kuat apabila tidak didukung oleh mekanisme
pembagian manfaat yang jelas dan kapasitas pengelolaan yang merata. Dari aspek sosial
budaya, keberadaan ritual adat, norma komunitas, dan pengetahuan lokal menjadi daya
tarik utama sekaligus batas etis dalam pengembangan wisata. Wisatawan tidak dapat
diposisikan semata sebagai konsumen atraksi budaya, tetapi perlu diarahkan untuk
memahami nilai adat dan menghormati ruang kehidupan masyarakat. Dalam perspektif
pariwisata berbasis pengalaman, keaslian budaya dan keterlibatan komunitas menjadi
unsur penting yang membedakan destinasi adat dari destinasi massal (Stone et al., 2023).

Pada aspek lingkungan, Kasepuhan Karang memiliki fondasi keberlanjutan yang
kuat karena masyarakat adat telah lama mengenal sistem pengelolaan sumber daya
berbasis kearifan lokal. Hutan adat tidak hanya berfungsi sebagai ruang ekologis, tetapi
juga memiliki makna sosial, spiritual, dan ekonomi bagi masyarakat. Dalam tesis
dijelaskan bahwa merusak hutan dipahami sebagai tindakan yang sama dengan merusak
sumber kehidupan masyarakat itu sendiri. Pandangan ini menunjukkan bahwa konservasi
lingkungan di Kasepuhan Karang tidak hanya lahir dari regulasi formal, tetapi juga dari
nilai adat yang melekat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, prinsip
keberlanjutan lingkungan perlu diwujudkan melalui pengaturan rute wisata, pembatasan
aktivitas di zona tertentu, edukasi wisatawan, dan pengendalian sampah. Pola ini sejalan
dengan pandangan bahwa konservasi berbasis komunitas akan lebih kuat apabila
didukung oleh pengetahuan lokal dan kepatuhan terhadap norma adat (Hanafi et al.,
2014).
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Meskipun memiliki potensi besar, hasil penelitian menunjukkan bahwa
perkembangan Kasepuhan Karang mulai menghadapi gejala stagnasi yang bersifat
kelembagaan. Stagnasi tersebut bukan terutama disebabkan oleh hilangnya daya tarik
alam dan budaya, melainkan oleh belum optimalnya koordinasi antara lembaga adat,
pemerintah, dan aktor pendukung wisata. Tesis menunjukkan bahwa fase development
ditandai oleh meningkatnya kunjungan, berkembangnya produk wisata alam dan budaya,
serta promosi digital, tetapi belum diikuti oleh penguatan tata kelola dan sistem kolaborasi
yang memadai. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perkembangan destinasi adat tidak
cukup hanya diukur dari jumlah wisatawan atau munculnya produk wisata baru.
Keberlanjutan destinasi justru sangat ditentukan oleh kualitas kelembagaan, kapasitas
masyarakat, serta kemampuan aktor lokal dalam menjaga keseimbangan antara ekonomi,
budaya, dan lingkungan. Dalam konteks ini, tata kelola destinasi perlu memperkuat
partisipasi masyarakat agar manfaat wisata tidak menggerus kontrol komunitas atas
sumber daya lokal (Suharti & Darmawan, 2020).

Dengan demikian, posisi Kasepuhan Karang dapat dipahami sebagai destinasi yang
telah melewati fase awal dan sedang berada pada fase pengembangan, tetapi
membutuhkan penguatan menuju rejuvenation. Fase peremajaan dalam konteks
Kasepuhan Karang tidak cukup dilakukan melalui promosi, penambahan fasilitas, atau
diversifikasi atraksi wisata. Peremajaan perlu dimulai dari penguatan tata kelola
kolaboratif, revitalisasi kelembagaan adat, peningkatan kapasitas masyarakat,
perlindungan hutan adat, dan integrasi pengetahuan etnoekologi ke dalam pengelolaan
destinasi. Temuan tesis menegaskan bahwa strategi rejuvenation di Kasepuhan Karang
harus memadukan konservasi lingkungan, kepatuhan terhadap hukum adat, inovasi
produk wisata, dan transformasi digital. Dengan arah tersebut, ekowisata tidak hanya
menjadi sumber pendapatan baru, tetapi juga menjadi instrumen pelestarian budaya dan
perlindungan lingkungan. Hal ini memperkuat pandangan bahwa pariwisata
berkelanjutan menuntut keseimbangan antara manfaat ekonomi, keadilan sosial,
pelestarian budaya, perlindungan lingkungan, dan tata kelola yang partisipatif

(Purnamasari, 2021).
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Praktik Collaborative Governance dalam Pengembangan Ekowisata Berbasis
Masyarakat Adat

Praktik collaborative governance dalam pengembangan ekowisata Kasepuhan
Karang menunjukkan bahwa keberlanjutan destinasi sangat ditentukan oleh kemampuan
para aktor untuk membangun pembagian peran, koordinasi, dan kepercayaan bersama.
Dalam konteks masyarakat adat, pengembangan ekowisata tidak dapat hanya digerakkan
oleh pemerintah atau pasar wisata, tetapi harus bertumpu pada legitimasi sosial
masyarakat adat. Kasepuhan Karang memiliki kelembagaan adat yang berfungsi menjaga
norma, nilai, batasan budaya, serta hubungan masyarakat dengan hutan adat. Pada saat
yang sama, pemerintah desa dan pemerintah daerah memiliki peran formal dalam
perencanaan, fasilitasi program, promosi, dan dukungan infrastruktur. Kondisi ini
menunjukkan adanya dua sistem kelembagaan yang berjalan bersamaan, yaitu
kelembagaan adat dan kelembagaan pemerintahan formal. Karena itu, kolaborasi menjadi
kebutuhan utama agar pengembangan ekowisata tidak menimbulkan tumpang tindih
kewenangan, konflik kepentingan, dan pelemahan nilai adat.

Dalam perspektif administrasi publik, collaborative governance menekankan
pentingnya keterlibatan aktor lintas sektor untuk menyelesaikan persoalan publik yang
tidak dapat diselesaikan oleh satu lembaga saja. Ansell dan Torfing (2021) menjelaskan
bahwa tata kelola publik modern membutuhkan proses co-creation, yaitu keterlibatan
pemerintah, masyarakat, organisasi lokal, dan aktor pendukung dalam merumuskan solusi
bersama. Hal ini relevan dengan pengembangan ekowisata Kasepuhan Karang karena
destinasi ini tidak hanya menyangkut promosi wisata, tetapi juga perlindungan hutan adat,
pelestarian budaya, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pengendalian dampak
kunjungan. Torfing et al. (2019) juga menegaskan bahwa kolaborasi publik memerlukan
ruang dialog, pembagian tanggung jawab, serta kemampuan mengelola hambatan
kelembagaan. Dengan demikian, keberhasilan pengembangan ekowisata Kasepuhan
Karang sangat bergantung pada kualitas interaksi antara lembaga adat, pemerintah,
SABAKI, Pokdarwis, akademisi, pemuda adat, dan masyarakat lokal. Studi tentang
ekowisata di Magelang juga menunjukkan bahwa penguatan kolaborasi antaraktor
menjadi syarat penting untuk menjaga keseimbangan antara konservasi alam, aktivitas

ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat (Mulyani et al., 2021).
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Tabel 2. Peran Aktor dalam Collaborative Governance Ekowisata Kasepuhan
Karang
Aktor Peran Utama Bentuk Kontribusi Tantangan'
Kolaborasi
. ... Menentukan batasan .
Penjaga nilai, . Integrasi aturan adat
Lembaga adat budaya, menjaga tata
norma, hukum dengan program
Kasepuhan kelola adat, mengatur
adat, dan hutan formal belum
Karang ruang sakral dan ruang
adat . sepenuhnya kuat
wisata
Fasilitator Mendukung perencanaan Kapasitas
Pemerintah embaneunan desa, koordinasi kegiatan, kelembagaan dan
desa fokal & dan  kebutuhan dasar anggaran masih
wisata terbatas
Pemerintah Pembuat kebijakan Fasilitasi promosi, Koordinasi lintas
daerah dan  pendukung pelatihan, infrastruktur, perangkat daerah
program dan kebijakan pariwisata belum optimal
Advokasi hak masyarakat
Penguat jejaring adat, penguatan identitas Perlu penguatan
SABAKI ’ > peran dalam skema

Pokdarwis dan
pemuda adat

Akademisi

Masyarakat
lokal

masyarakat adat

Pengelola  teknis
dan promotor lokal
Pendamping
ilmiah dan
pengembang
model

Subjek utama dan
penerima manfaat

dan perlindungan hukum
adat

Pemanduan, promosi
digital, = pengembangan
atraksi, dan pelayanan
wisata

Kajian, pelatihan,
rekomendasi  kebijakan,

dan penguatan kapasitas

Partisipasi dalam layanan
wisata, homestay, produk
lokal, dan pelestarian adat

operasional wisata

Keterampilan
manajemen  wisata
dan digitalisasi masih
perlu ditingkatkan
Keterlibatan  perlu
dibuat lebih

berkelanjutan

Pembagian manfaat
dan partisipasi belum
merata

Sumber: Diolah penulis (2026)

Tabel tersebut menunjukkan bahwa setiap aktor memiliki fungsi yang berbeda,

tetapi saling berkaitan dalam membangun tata kelola ekowisata. Lembaga adat

menempati posisi paling mendasar karena memiliki legitimasi kultural dalam

menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam ruang adat. Pemerintah desa

dan pemerintah daerah berperan sebagai penghubung antara kebutuhan masyarakat

dengan agenda pembangunan formal, terutama dalam dukungan program, promosi, dan

infrastruktur. SABAKI memperkuat posisi masyarakat adat melalui jejaring dan

advokasi, sedangkan Pokdarwis serta pemuda adat menjadi penggerak operasional di
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tingkat destinasi. Akademisi berperan memberikan pendampingan berbasis pengetahuan,
sedangkan masyarakat lokal menjadi subjek utama yang harus memperoleh manfaat dari
ekowisata. Pola seperti ini sejalan dengan gagasan bahwa tata kelola pariwisata
berkelanjutan membutuhkan keterlibatan multiaktor, bukan hanya keputusan yang
bersifat top-down (Bramwell et al., 2017).

Mekanisme koordinasi dalam pengembangan ekowisata Kasepuhan Karang
berlangsung melalui musyawarah, komunikasi informal, koordinasi program, dan
pelibatan aktor lokal dalam kegiatan wisata. Musyawarah adat menjadi ruang penting
karena keputusan yang menyangkut wilayah adat, ritual, dan pemanfaatan lingkungan
tidak dapat dilepaskan dari persetujuan komunitas. Dalam praktiknya, pemerintah tetap
membutuhkan legitimasi lembaga adat agar program wisata tidak bertentangan dengan
nilai lokal. Sebaliknya, lembaga adat juga membutuhkan dukungan pemerintah dalam
aspek legalitas, fasilitas, promosi, dan peningkatan kapasitas. Hubungan ini menunjukkan
bahwa kolaborasi di Kasepuhan Karang bukan hanya kerja sama teknis, tetapi juga
negosiasi antara kewenangan formal dan kewenangan adat. Dalam konteks pariwisata
masyarakat adat, model kolaborasi semacam ini penting karena pengembangan wisata
harus menghormati nilai budaya, hak komunitas, dan orientasi keberlanjutan lokal
(Nugroho et al., 2024).

Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kolaborasi yang berjalan belum
sepenuhnya optimal. Beberapa tantangan utama muncul dalam bentuk koordinasi
antaraktor yang belum konsisten, belum terbentuknya kelembagaan pengelola destinasi
yang kuat, keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya promosi digital, dan belum
jelasnya mekanisme pembagian manfaat. Tesis menunjukkan bahwa stagnasi
pengembangan Kasepuhan Karang lebih banyak dipengaruhi oleh kegagalan tata kelola
daripada oleh tekanan jumlah wisatawan. Artinya, masalah utama bukan hanya
kurangnya atraksi wisata, tetapi belum kuatnya sistem kerja bersama antaraktor. Temuan
ini sejalan dengan Reindrawati (2023), yang menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat
dalam perencanaan pariwisata sering terhambat oleh kapasitas, akses informasi, struktur
kekuasaan, dan lemahnya ruang pengambilan keputusan. Karena itu, penguatan
kolaborasi harus diarahkan pada pembentukan mekanisme koordinasi yang lebih jelas,

inklusif, dan berkelanjutan.
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Tantangan lain terletak pada integrasi antara aturan adat dan kebijakan formal.
Peraturan daerah tentang pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat
hukum adat telah memberikan dasar penting bagi penguatan masyarakat adat Kasepuhan.
Akan tetapi, dalam praktik pengembangan ekowisata, pengakuan formal tersebut masih
perlu diterjemahkan ke dalam mekanisme operasional yang lebih konkret. Misalnya,
perlu ada aturan bersama mengenai batas kunjungan wisatawan, zonasi ruang adat,
standar perilaku wisatawan, pembagian manfaat ekonomi, serta tanggung jawab
pengawasan lingkungan. Jika integrasi tersebut lemah, pengembangan wisata berisiko
bergerak mengikuti logika pasar dan promosi, bukan berdasarkan nilai adat dan daya
dukung lingkungan. Wiyono et al. (2023) menegaskan bahwa ekowisata berbasis
pemberdayaan komunitas akan lebih kuat jika memadukan potensi lokal, penguatan
kapasitas, dan nilai lingkungan dalam satu sistem pengelolaan.

Dengan demikian, praktik collaborative governance di Kasepuhan Karang dapat
dipahami sebagai proses yang sudah mulai terbentuk, tetapi masih membutuhkan
penguatan kelembagaan. Kolaborasi telah terlihat melalui keterlibatan lembaga adat,
pemerintah, SABAKI, Pokdarwis, akademisi, pemuda adat, dan masyarakat lokal dalam
pengembangan ekowisata. Namun, kolaborasi tersebut belum sepenuhnya menjadi sistem
tata kelola yang stabil karena masih menghadapi kendala koordinasi, kapasitas,
pembagian kewenangan, dan integrasi kebijakan. Penguatan ke depan perlu diarahkan
pada pembentukan forum kolaboratif yang tetap menghormati musyawarah adat,
penyusunan peta peran antaraktor, peningkatan kapasitas pengelola lokal, dan
penyusunan pedoman ekowisata berbasis nilai adat. Dengan langkah tersebut, ekowisata
Kasepuhan Karang dapat berkembang sebagai destinasi yang tidak hanya menarik secara
wisata, tetapi juga kuat secara kelembagaan, adil secara sosial, dan berkelanjutan secara
ekologis. Inilah posisi penting collaborative governance sebagai jembatan antara

perlindungan masyarakat adat dan pengembangan pariwisata berkelanjutan.

Faktor Pendukung, Penghambat, dan Model Tata Kelola Ekowisata Berkelanjutan
Pengembangan ekowisata berkelanjutan di Kasepuhan Karang ditopang oleh
beberapa faktor utama yang bersumber dari kekuatan internal masyarakat adat. Faktor

paling mendasar adalah keberadaan kelembagaan adat yang masih memiliki legitimasi
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sosial dalam mengatur kehidupan masyarakat, menjaga nilai budaya, serta
mengendalikan pemanfaatan ruang adat. Kelembagaan adat berperan sebagai penjaga
batas agar pengembangan wisata tidak bertentangan dengan hukum adat, norma sosial,
dan prinsip perlindungan lingkungan. Selain itu, keberadaan hutan adat menjadi modal
ekologis penting karena tidak hanya berfungsi sebagai daya tarik wisata, tetapi juga
sebagai ruang hidup, sumber pengetahuan lokal, dan simbol hubungan masyarakat
dengan alam. Kearifan lokal yang melekat dalam sistem pertanian, pengelolaan hutan,
ritual adat, dan pola hidup masyarakat menjadi pembeda utama Kasepuhan Karang
dibandingkan destinasi wisata biasa. Dalam konteks ini, pengembangan ekowisata dapat
dipahami sebagai upaya menjaga hubungan antara manusia, budaya, dan lingkungan
secara berkelanjutan (Berkes, 2018).

Faktor pendukung lainnya adalah adanya partisipasi masyarakat, keterlibatan
pemuda adat, potensi budaya, serta dukungan kebijakan terhadap pengakuan masyarakat
adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat lokal mulai terlibat dalam aktivitas
wisata, baik melalui layanan pemanduan, promosi, penyediaan homestay, maupun
pengenalan produk dan atraksi lokal. Keterlibatan tersebut penting karena ekowisata
berbasis masyarakat adat tidak dapat berjalan apabila masyarakat hanya diposisikan
sebagai objek pembangunan. Partisipasi masyarakat perlu ditempatkan sebagai inti
pengelolaan karena merekalah yang memahami nilai adat, batas ruang sakral, dan daya
dukung lingkungan. Dalam pengembangan pariwisata komunitas, partisipasi lokal
menjadi syarat utama agar manfaat ekonomi tidak menghilangkan kontrol masyarakat
terhadap sumber daya mereka sendiri (Dangi & Jamal, 2016). Selain itu, dukungan
kebijakan melalui pengakuan masyarakat adat memberikan dasar legal bagi perlindungan
hak ulayat dan penguatan posisi masyarakat dalam pengelolaan ekowisata.

Tabel 3. Faktor Pendukung, Penghambat, dan Arah Penguatan Ekowisata
Berkelanjutan di Kasepuhan Karang

Aspek Faktor Pendukung Faktor Penghambat Arah Penguatan
Lembaga adat masih Hubungan antara
e .. . lembaga adat dan Penguatan forum
Kelembagaan memiliki legitimasi -
adat sosial dan kewenangan pemerintah desa musyawarah adat dan
budava belum selalu koordinasi formal
Y harmonis
Linekunean Hutan adat, zonasi Risiko tekanan Penetapan daya
giung lokal, dan pengetahuan lingkungan jika dukung, aturan

637 | https://ejournal-fia.unkris.ac.id /index.php/pandita



https://ejournal-fia.unkris.ac.id/index.php/pandita

P ISSN : 2614 - 4077
E ISSN : 2808 - 8131 PANDITA: Interdisciplinary Journal of Public Affairs, Vol. 9 No. 2 (2026)

e
Aspek Faktor Pendukung Faktor Penghambat Arah Penguatan
etnoekologi masih kunjungan tidak kunjungan, dan
terjaga dikendalikan edukasi wisatawan
Ritual, nilai adat, dan Risiko komersialisasi Perlindungan atraksi
Sosial budava tradisi lokal menjadi budaya dan budaya melalui
Y% identitas utama perubahan nilai aturan adat dan kurasi
destinasi generasi muda wisata
Wisata membuka Mekanisme Sistem benefit
peluang  pendapatan embagian manfaat sharin an
Ekonomi lokal melalui pemandu, P & & yang
belum  sepenuhnya transparan dan
homestay, dan produk :
kuat berbasis musyawarah

Sumber daya
manusia

Infrastruktur

Kolaborasi
aktor

lokal

Pemuda adat mulai
terlibat dalam promosi
dan operasional wisata

Dukungan pemerintah
mulai muncul melalui
pelatihan, promosi, dan

pendampingan
Terdapat keterlibatan
lembaga adat,

pemerintah, SABAKI,
akademisi, dan
masyarakat

Kapasitas manajemen
wisata dan digitalisasi
masih terbatas

Aksesibilitas dan
fasilitas dasar wisata
masih terbatas

Koordinasi antaraktor
belum optimal dan
belum adaptif

Pelatihan
pemanduan,
hospitality, promosi
digital, dan

manajemen destinasi

Perbaikan akses,
fasilitas publik, dan
sarana  pendukung
yang ramah
lingkungan

Kolaborasi
pentahelix  berbasis
peran yang jelas

Sumber: Diolah penulis (2026)

Tabel tersebut menunjukkan bahwa faktor pendukung dan penghambat ekowisata

Kasepuhan Karang saling berkaitan. Kekuatan adat dan lingkungan menjadi modal

utama, tetapi belum cukup apabila tidak didukung oleh koordinasi kelembagaan,

kapasitas sumber daya manusia, dan sistem pengelolaan yang terarah. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa stagnasi pengembangan Kasepuhan Karang bukan disebabkan oleh

hilangnya potensi budaya atau rusaknya lingkungan, melainkan lebih dipengaruhi oleh

lemahnya tata kelola destinasi. Beberapa indikator penghambat yang ditemukan meliputi

keterbatasan aksesibilitas, kurangnya inovasi produk wisata, melemahnya promosi

digital, belum optimalnya pengelolaan destinasi, rendahnya kolaborasi antaraktor, serta

munculnya disharmoni antara kelembagaan adat dan pemerintah desa. Kondisi tersebut

memperlihatkan bahwa pengembangan ekowisata membutuhkan mekanisme kolaborasi
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yang lebih kuat, bukan hanya penambahan atraksi wisata atau promosi semata. Dalam
perspektif tata kelola pariwisata, keberlanjutan destinasi sangat dipengaruhi oleh kualitas
koordinasi, keadilan dalam pengambilan keputusan, dan kemampuan aktor lokal
mengelola kepentingan bersama (Jamal & Camargo, 2018).

Faktor penghambat lain yang perlu mendapat perhatian adalah keterbatasan
kapasitas sumber daya manusia dan belum kuatnya mekanisme pembagian manfaat.
Pengelolaan ekowisata membutuhkan kemampuan dalam pemanduan, pelayanan wisata,
interpretasi budaya, promosi digital, pengelolaan homestay, manajemen keuangan, dan
pengendalian dampak lingkungan. Apabila kapasitas tersebut belum merata, maka
manfaat wisata berisiko hanya dinikmati oleh kelompok tertentu dan tidak memperkuat
kesejahteraan masyarakat secara luas. Selain itu, belum kuatnya sistem pembagian
manfaat dapat menimbulkan ketimpangan internal dan melemahkan dukungan
masyarakat terhadap ekowisata. Dalam pengelolaan destinasi berbasis komunitas,
distribusi manfaat yang adil menjadi unsur penting agar masyarakat tetap memiliki rasa
kepemilikan terhadap program wisata (Reed et al., 2018). Oleh karena itu, Kasepuhan
Karang membutuhkan sistem benefit sharing yang disepakati melalui musyawarah adat
dan dapat diterima oleh seluruh pihak.

Berdasarkan faktor pendukung dan penghambat tersebut, model tata kelola
ekowisata berkelanjutan di Kasepuhan Karang perlu dibangun melalui empat lapisan
utama. Lapisan pertama adalah kelembagaan adat dan kearifan lokal sebagai fondasi,
karena aturan adat, nilai budaya, dan sistem etnoekologi menjadi dasar legitimasi
pengelolaan. Lapisan kedua adalah kolaborasi multiaktor sebagai mekanisme kerja, yang
melibatkan lembaga adat, pemerintah desa, pemerintah daerah, SABAKI, Pokdarwis,
akademisi, pemuda adat, pelaku promosi, dan masyarakat lokal. Lapisan ketiga adalah
penguatan kapasitas dan regulasi, yang mencakup pelatihan pengelola, penyusunan
aturan kunjungan, penguatan kelembagaan destinasi, promosi digital, perbaikan
infrastruktur, serta perlindungan ruang adat dan lingkungan. Lapisan keempat adalah
pariwisata berkelanjutan sebagai tujuan akhir, yang ditandai dengan meningkatnya
manfaat ekonomi, terjaganya nilai budaya, terlindunginya hutan adat, serta menguatnya

partisipasi masyarakat. Model ini sejalan dengan pandangan bahwa pengelolaan
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pariwisata berkelanjutan harus memadukan dimensi ekonomi, sosial budaya, lingkungan,
dan tata kelola dalam satu sistem yang saling mendukung (Hall, 2019).
Secara sederhana, model tata kelola yang ditawarkan dalam artikel ini dapat

dirumuskan sebagai berikut:

Gambar 2. Model Tata Kelola Ekowisata Berkelanjutan Berbasis Masyarakat
Adat

Kelembagaan Adat dan Kearifan Lokal

!

Kolaborasi Multiaktor:
Lembaga Adat, Pemerintah, SABAKI, Pokdarwis,
Akademisi, Pemuda Adat, dan Masyarakat

!

Penguatan Kapasitas, Regulasi, Infrastruktur,
Promosi Digital, dan Inovasi Produk Ekowisata

!

Pengendalian Daya Dukung, Perlindungan Budaya,
Konservasi Hutan Adat, dan Benefit Sharing

l

Berbasis Masyarakat Adat

Pariwisata Ber

Sumber: Diolah penulis, 2026.

Model tersebut menjadi kebaruan artikel karena menempatkan kelembagaan adat
bukan sebagai pelengkap, tetapi sebagai fondasi utama dalam tata kelola ekowisata. Pada
destinasi berbasis masyarakat adat, keberlanjutan tidak cukup dicapai melalui
peningkatan kunjungan dan pembangunan fasilitas. Keberlanjutan justru ditentukan oleh
sejauh mana masyarakat adat tetap memiliki kontrol terhadap ruang, budaya, pengetahuan
lokal, dan sumber daya alamnya. Dengan demikian, model ini memperluas pemahaman
bahwa pengembangan ekowisata tidak hanya membutuhkan strategi pasar, tetapi juga
membutuhkan tata kelola yang adil, partisipatif, dan berbasis nilai lokal. Pengembangan
Kasepuhan Karang perlu diarahkan pada peremajaan destinasi yang dimulai dari
pembenahan kelembagaan, penguatan kolaborasi pentahelix, inovasi produk wisata yang
sesuai adat, serta perlindungan sistem sosial-ekologis masyarakat.

Dengan demikian, faktor pendukung utama pengembangan ekowisata Kasepuhan
Karang terletak pada kekuatan adat, hutan adat, kearifan lokal, partisipasi masyarakat,
potensi budaya, serta dukungan kebijakan terhadap masyarakat adat. Sementara itu,

faktor penghambat utama terletak pada koordinasi yang belum optimal, keterbatasan
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kapasitas sumber daya manusia, aksesibilitas, risiko komersialisasi budaya, tekanan
lingkungan, dan belum kuatnya mekanisme pembagian manfaat. Oleh karena itu, tata
kelola ekowisata berkelanjutan perlu dibangun melalui model kolaboratif yang
menjadikan adat sebagai fondasi, kolaborasi sebagai mekanisme, penguatan kapasitas dan
regulasi sebagai strategi, serta pariwisata berkelanjutan sebagai tujuan akhir. Model ini
diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara pengembangan ekonomi lokal,
pelestarian budaya, konservasi lingkungan, dan penguatan tata kelola masyarakat adat.
Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, Kasepuhan Karang memiliki posisi strategis sebagai
destinasi ekowisata berbasis masyarakat adat karena didukung oleh potensi hutan adat,
ritual budaya, sistem pertanian tradisional, kearifan lokal, dan kelembagaan adat yang
masih hidup dalam masyarakat. Dalam perspektif Tourism Area Life Cycle Butler,
perkembangan Kasepuhan Karang menunjukkan pergerakan dari tahap exploration
menuju involvement dan development. Namun, perkembangan tersebut belum
sepenuhnya kuat karena masih menghadapi gejala stagnasi kelembagaan, terutama pada
aspek koordinasi, kapasitas pengelolaan, promosi, infrastruktur, dan kelembagaan
destinasi. Oleh karena itu, Kasepuhan Karang membutuhkan penguatan menuju tahap
rejuvenation melalui pembenahan tata kelola, inovasi produk ekowisata, serta
perlindungan nilai adat dan lingkungan.

Implementasi prinsip pariwisata berkelanjutan di Kasepuhan Karang telah terlihat
pada aspek ekonomi, sosial budaya, lingkungan, dan tata kelola. Pada aspek ekonomi,
ekowisata mulai membuka peluang pendapatan bagi masyarakat melalui pemanduan,
homestay, produk lokal, dan aktivitas wisata berbasis budaya. Pada aspek sosial budaya,
keberadaan ritual adat, norma lokal, dan sistem nilai masyarakat menjadi fondasi penting
dalam menjaga identitas Kasepuhan Karang. Pada aspek lingkungan, hutan adat dan
pengetahuan etnoekologi menjadi modal utama dalam konservasi sumber daya alam.
Namun, seluruh potensi tersebut tetap memerlukan pengendalian agar pengembangan
wisata tidak menimbulkan komersialisasi budaya, ketimpangan manfaat, dan tekanan
terhadap daya dukung lingkungan.

Praktik collaborative governance dalam pengembangan ekowisata Kasepuhan

Karang telah melibatkan berbagai aktor, yaitu lembaga adat, pemerintah desa, pemerintah
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daerah, SABAKI, Pokdarwis, akademisi, pemuda adat, dan masyarakat lokal. Lembaga
adat berperan menjaga nilai, norma, hukum adat, ruang sakral, dan pengelolaan hutan
adat. Pemerintah desa dan pemerintah daerah berperan dalam dukungan kebijakan,
program, promosi, fasilitas, dan koordinasi pembangunan. SABAKI memperkuat jejaring
masyarakat adat, sedangkan Pokdarwis, pemuda adat, akademisi, dan masyarakat
mendukung operasional wisata, pendampingan, inovasi, serta promosi. Meskipun
kolaborasi telah berjalan, praktiknya masih perlu diperkuat melalui pembagian peran
yang lebih jelas, forum koordinasi yang berkelanjutan, integrasi aturan adat dengan
kebijakan formal, serta peningkatan kapasitas pengelola lokal.

Faktor pendukung utama pengembangan ekowisata berkelanjutan di Kasepuhan
Karang adalah kuatnya kelembagaan adat, keberadaan hutan adat, nilai kearifan lokal,
partisipasi masyarakat, potensi budaya, keterlibatan pemuda, serta adanya dukungan
kebijakan terhadap masyarakat adat. Sementara itu, faktor penghambatnya meliputi
koordinasi antaraktor yang belum optimal, keterbatasan sumber daya manusia,
aksesibilitas yang masih terbatas, belum kuatnya promosi digital, risiko komersialisasi
budaya, tekanan lingkungan, dan belum jelasnya mekanisme pembagian manfaat.
Temuan ini menunjukkan bahwa tantangan utama Kasepuhan Karang bukan terletak pada
ketiadaan potensi wisata, tetapi pada kebutuhan untuk memperkuat tata kelola agar
pengembangan ekowisata dapat berjalan lebih terarah, adil, dan berkelanjutan.

Model tata kelola yang direkomendasikan dalam artikel ini menempatkan
kelembagaan adat dan kearifan lokal sebagai fondasi utama. Fondasi tersebut perlu
diperkuat melalui kolaborasi multiaktor yang melibatkan lembaga adat, pemerintah,
SABAKI, Pokdarwis, akademisi, pemuda adat, dan masyarakat. Kolaborasi tersebut
kemudian diarahkan pada penguatan kapasitas, regulasi, infrastruktur, promosi digital,
dan inovasi produk ekowisata. Tahap berikutnya adalah pengendalian daya dukung,
perlindungan budaya, konservasi hutan adat, serta penerapan benefit sharing yang adil.
Dengan model ini, ekowisata Kasepuhan Karang dapat berkembang sebagai pariwisata
berkelanjutan berbasis masyarakat adat yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan
kunjungan, tetapi juga pada pelestarian budaya, perlindungan lingkungan, penguatan

kelembagaan lokal, dan kesejahteraan masyarakat.
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